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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan, manusia sebagai mahluk individuskaligus
mahluk sosial memiliki berbagai keperluan hidup adal pemenuhan
kebutuhan yang beraneka ragam dan dalam keperidap tersebut tidak
mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yatgrsangkutan
sehingga memerlukan kehadiran atau bantuan oraing dalam hal
berusaha dan bekerjasam&eperti halnya hubungan majikan dan buruh,
mereka saling membutuhkan satu sama lain. Majikemiputuhkan buruh
dalam proses produksi untuk kepentingan perusals@mentara buruh
membutuhkan majikannya untuk mendapat upah yaraklayas tenaga
yang diberikan.

Oleh karena itu buruh harus memiliki rasa tanggjawgab atas
kelangsungan perusahaan dan sebaliknya majikars maemperlakukan
buruh sebagai mitra kerja yang sesuai dengan hati&at martabat
kemanusiaan.

Hubungan antara majikan dan buruh harus saling nglképi
dalam rangka mencapai tujuan bersama, meskipurrasenadal dan
financial kedudukan majikan adalah pihak yang beerdd atas buruh,

namun keberhasilan dan keuntungan usaha sangaineng pada buruh.

! Ridwan,Figih PerburuhanCet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 208Im.7
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Apabila buruh nyaman dan mendapat perlakuan yangdad majikan,
maka ketekunan kerja, semangat kerja dan prodtddikerja buruh akan
maksimal. Karena buruh memandang keuntungan perasaladalah
berkah bagi kesejahteraan meréka.

Islam memerintahkan majikan untuk memperhatikamejiéseraan
buruhnya yang miskin dan lemahdan menempatkan buruh sebagai
manusia yang terhormat dan bermartabat dalam redssi antara buruh
dan majikan, buruh diposisikan selayaknya saudaggjikam. Islam
mengharuskan majikan untuk memperlakukan buruhmsl@agaimana
memperlakukan dirinya sendiri baik dalam kelayakakaian, makanan
maupun tempat tinggal.

Salah satu aspek memperlakukan buruh secara balikhadengan
memberikan hak dan kewajiban secara seimbang laiilsidi beban kerja
maupun hak upah yang diterimanya. Sehingga mekahikonsep relasi
padu, serasi serta penuh harntoni.

Allah memerintahkan kepada majikan untuk berlakil, dérbuat
baik, dan dermawan kepada buruh, sebab buruh memgasagian dari
perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payahhhbiisak mungkin
usaha majikan dapat berhdsiahkan buruh merupakan salah satu pihak

terpenting dalam kegiatan bisnis, tanpa adanyahbperusahaan tidak
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akan bisa jalan, dan tidak akan bisa ikut berpp#ass dalam
pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya buruh, maka buruh perlu meoiper
perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlirdungntuk
memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negerlindungan hak-hak
dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan degh&&n kerja, serta
perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga Rerja.

Jaminan sosial Tenaga Kerja merupakan hak bagipsktiruh dan
merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang dialam UU No. 3
Tahun 1992, salah satu diantaranya dalam pasal re@gahe tentang
jaminan kecelakaan kerja yakni;

Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992, Jaminan KecelakaanjaKer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliput
a. biaya pengangkutan
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan
c. biaya rehabilitasi
d. santunan berupa uang yang meliputi:
1. santunan sementara tidak mampu bekerja
2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya
3. santunan cacad total untuk selama-laman¥dibk maupun
mental
4. santunan kematidn.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik IndonesialBldrahun

1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sbsi@ga Kerja
berbunyi:

(1) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaaja masih belum

7 Zaeni Asyhadie,Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di IndimeEkd. 1,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, him. 81
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mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tkeggayang
bersangkutan, sampai penerapan akibat kecelakaga kang
dialami diterima semua pihak atau dilakukan olemtdg.*.

Dengan adanya Peraturan tentang Jaminan Sosiabdeferja
memberikan Perlindungan kepada buruh beserta kgloga suatu
penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluaarskéri, dalam hal
buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luzserdaknya?

Dan hendaknya bagi para majikan maupun bagi parahbu
memperhatikan benar-benar nilai-nilai dari Hubung&erburuhan
Pancasila, karena dengan terwujudnya Hubungan Réwdnu Pancasila
dalam perusahaan akan dapat menciptakan suasanmglamgan kerja
yang menggairahkan, yang dapat menstabilkan jalanga perusahaan,
yang pada akhirnya akan sangat menguntungkan kedilah pihak,
memberikan nilai manfaat perusahaan bagi masyadakahegara. Hanya
dengan adanya saling pengertian antara majikarbdarh, maka suasana
kerja yang menyenangkan, ketertiban, keteraturankdéenangan dalam
perusahaan akan terjantin.

Suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik sadipatapkan
dalam jalinan Hubungan Perburuhan Pancasila, dgratddiciptakan
melalui:

(a) Adanya syarat-syarat kerja yang baik

10 peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14iTdl993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bandung: FOKEISA, 2010, him. 84
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(b) Hubungan antara majikan dan buruh yang harmonisngga antara
mereka selalu timbul toleransi

(c) Hubungan antara buruh dengan sesama buruh lainnya

(d) Keadaan perusahaan dengan usahafiya.

Buruh sebagai orang yang yang tidak mempunyai baldp
selain dari pada tenaganya menjadikan tenaga boentjadi kepentingan
majikan, merupakan sesuatu yang sedemikian melgkgtada pribadi
buruh, sehingga buruh harus mengikuti tenaganytarkeat dan pada saat
majikan memerlukanya menurut kehendak majikan.

Dengan demikian maka segala sesuatu mengenai rambamgara
buruh dengan majikan itu diserahkan kepada kebij&ealua belah pihak
yang langsung berkepentingan, maka masih suligpaickeseimbangan
antara kedua belah pihak yang menyebabkan tergdiketimpangan
kedudukan dan kondisi antara buruh dan majikan miegg perbedaan
yang sangat jaulf. Bahkan terkadang buruh terpaksa menerima hubungan
kerja dengan majikan meskipun memberatkan diringadisi karena
terdesak ekonomi untuk mencukupi kebutuhan prinebih-lebih saat
sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga buanj tidak sebanding
dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingg&kamamudah
mencari tenaga buruh yang murah dan yang belunm ada hak-haknya.

Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh kaajidengan

upah yang relatif kecil. ditambah lagi dengan kendnajikan yang

'3 bid, him. 30
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berposisi kuat sebagai pemilik modal dan buruh gabpenyedia jasa
yang berposisi lemah sehingga majikan dapat meéakukal yang
diinginkan yang tidak bisa dilakukan oleh bufdhOleh sebab itulah
pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undadga turut serta
melindungi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaaajikan guna
menempatkannya pada kedudukan yang layak .

Dengan adanya peraturan perundang-undangan, buaygat d
memperjuangkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan sedigitnya
sederajat dengan hak-hak dan kebebasan-kebebag&anmga. Hal ini
berarti bahwa wewenang majikan  dikurangi (dibatasedangkan
kewajibannya diperluas. Bahkan di sana-sini kedadukaum buruh
melebihi kedudukan kaum majikan. Majikan sekarareykéwajiban
memberi jaminan untuk kesehatan tubuh, untuk heamya, bila buruh
jatuh sakit dalam lingkungan pekerjaan maka majikearkewajiban
membayar upahnya selama buruh sHkit.

Tetapi kenyataanya masalah yang sering muncul deinadalam
dunia ketenagakerjaan adalah perusahaan-perusaraginginkan buruh
yang terampil, mempunyakiil yang tinggi guna menghadapi persaingan
dengan pasaran di luar negeri, tetapi kebanyakamhbyang tersedia di

negara Indonesia tidak sesuai dengan yang dibutubdausahaan, karena

5 M. Farugq an- NabaharSistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalaneis
Kapitalis dan SosialisCet. Ke-3, Jogyakarta: Ull Press, 2002, him. 106
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buruh di negara Indonesia berpendidikan rendahangimpengalaman,
tidak mempunyai keahlian tertentf .

Hal inilah yang menimbulkan sikap para majikan (pem
pekerjaan) yang terkadang jarang memperhatikantkkln buruh, selalu
berusaha untuk memperkaya diri sendiri, berperitédak manusiawi dan
sewenang-wenang terhadap para buruh diantarangatisepenyangkut
masalah pemenuhan hak-hak buruh terutama hak uwtipéelakukan
secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atasgn sosial dan hak
atas upah yang laydR.

Salah satu diantaranya mengenai hak atas jaminsial sang
kurang maksimal di “ PT ABADI JAYA MANUNGGAL” Perwhaan
Peleburan besi di kaliwungu, Kendal. Kecelakaarulbigering terjadi di
perusahaan peleburan besi tersebut karena tinggimgkat resiko
pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu alasan penuiituk menjadikan
perusahaan tersebut sebagai obyek penelitian.

Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis besathk
mengkaji permasalahan tersebut melalui sebuah dmgiementatif
mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangag penulis
tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANAISSHUKUM

ISLAM  TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA (Studi

18 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerje&Ed. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2006, him.57
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Implementatif Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 tentaamidan Sosial

Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal).

. RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan skripsi ini permasalahan-permaesalgang

hendak penulis kemukakan adalah:

1.

Bagaimanakah pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Keia dAbadi
Jaya Manunggal Kendal menurut pasal 9 UU No.3 Té21@ntang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap Jamikacelakaan

Kerja menurut pasal 9 UU No. 3 Th 1992 tentang damiSosial

Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal?

. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusuriaips ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Kecelakaajn Kir PT

Abadi Jaya Manunggal Kendal menurut pasal 9 UU Nih31992

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap dami

Kecelakaan Kerja menurut Pasal 9 UU No. 3 Th 188fang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal l&énd



D. TELAAH PUSTAKA

Dalam telaah  pustaka ini, penulis melakukaengahan
terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitamgde tema ini guna
menghindari terjadinya penulisan ulang dan dupiikas

Dalam skripsi Saudara Khotib yang berjudBlufuh Outsoursing
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang NoTEBun 2003
tentang Ketenagakerjaan”telah menguraikan pada kedudukan serta
perlindungan burulbutsoursingyang dikomparasikan dengan kedudukan
buruh dalam sistem perburuhan Islam dan berkesanpbhhwa buruh
oursourcing kedudukannya sangat lemah dan itu ridartigan dengan
sistem perburuhan Islaff.

Selain itu ada juga skripsinya Siti Anifah yangjbéul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Pasal 88 (Pengupahan) dalam RIUNo. 13
Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Pelaksanaanya di Ahéka limu
Demak”, dan berkesimpulan bahwa CV. Aneka lImu Demakrdadestem
pelaksanaan pengupahan sudah sesuai dengan hukam dan tidak
bertentangan dengan ketentuan pemerintahan.

Sementara dalam skripsinya Ali Imron yang berjudeselamatan
Tenaga Kerja di Rumah Batik “SAKINAH” Unit Produk$Analisis
Berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2006tatey

Ketenagakerjaan), intisari dari skripsi ini bahwa Pelaksanaan

20 Khotib, Buruh Outsoursing Dalam Tinjauan Hukum Islam damdang-Undang No.
13/ 2003 tentang Ketenagakerjadrgkultas Syari'ah IAIN, Semarang, 2007, him 18

21 siti Anifah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 88 (Pengupiitaiam UU RI
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pafelenya di CV Aneka ilmu Demak,
Fakultas Syari’ah IAIN, Semarang, 2006
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Perlindungan Keselamatan Kerja di Rumah Batik “SRAKH” Unit
Produksi di Pekalongan belum berjalan sesuai deygag diharapkan
dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjdam dalam
pelaksanaanya perusahaan belum dapat memberikéindpegan dan
pencegahan secara maksimal karena terbatasny&’dana.

Teori umum yang membahas tentang hubungan kerjgakan
terdapat dalam buku-buku pengantar hukum ketenggake seperti
Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubundfaarja oleh
Zaeni AsyhadiPasar-Dasar Hukum Perburuhan)eh Zaenal Asikin dan
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesseh Lalu Husni yang
hanya membahas tentang konsep dan dasar hukunagekemaan secara
umum dan tidak spesifik.

Dari telaah pustaka di atas bisa diketahui bahwearkdentang
perlindungan tenaga kerja masih bersifat teorDisamping itu, sejauh
diketahui penulis belum ada yang mengkaji masalalNALISIS
HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(Studi Implementatif pasal 9 UU No. 3 Th 1992 tentag Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal Kendl). Untuk itu
penulis akan menelitinya dan hasil penelitian a#tesasun dalam bentuk

skripsi.

22 Ali Imron, Keselamatan Tenaga Kerja Di Rumah Batik “ SAKINABHit Produksi
(Analisis berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undidng 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan),
Fakultas Syari’ah IAIN, Semarang, 2009, hal 17
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E. METODE PENELITIAN
Metode yang akan penulis pakai dalam rangkamimabdas
skripsi ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini Adalah penelitian lapangéiald reserch)
yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengamt@@iangsung pada
obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkanddatéerbagai
informasi®® Dengan kata lain peneliti berada di lapangan,ndddal ini
penulis akan mengadakan penelitian kepada burshalu perusahaan
yang bergerak di bidang peleburan besi yaitu digsraan “PT Abadi
Jaya Manunggal Kendal”.
2. Sumber Data
Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam
penelitian. Yang dimaksud dari sumber data peaaliidalah subyek
dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelita@enggunakan
kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan dataraka sumber
data disebut responden yaitu yang merespon ataujawesn
pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaanliennaupun lisan.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

2 Burhan Ashshofayletode Penelitian HukunGet. Ke-4, JakartaRineka Cipa, 2004,
him.57
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Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari lapangan, yaitu data dari :
1) Direktur “PT Abadi Jaya Manunggal” Perusahaan lielken
Besi.
2) Personalia di PT Abadi Jaya Manunggal.
3) Buruh di PT Abadi Jaya Manunggal.
b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang
diperoleh dari data lain, tidak langsung diperoleéneliti dari
subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya badvujata
dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancaraifiterview)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mexagaj
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada parariah.

1) Direktur “PT Abadi Jaya Manunggal” Perusahaan Rekai
Besi.
2) Personalia di “PT Abadi Jaya Manunggal”
3) Buruh di “PT Abadi Jaya Manunggal”.
b. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan peacatat

secara sistematis terhadap gejala yang tampakagbyek penelitian.
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Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartigaitu tidak
ikut dalam kehidupan orang yang di observasi daarseterpisah
berkedudukan selaku pengamat.

4. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperluéan
dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersédam dianalisis
oleh penulis. Dalam memberikan analisis yang kitéiithadap data-data
tersebut, baik data primer maupun data sekundewliperakan
menggunakan metode analisideskriptif-analisis yaitu metode
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atelukiskan
keadaaan objek penelitian pada saat sekarang séeédagu. Metode
deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuedn-fakta {act
finding) yang tampak atau sebagaimana adahya.

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan ANAISSI
HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA
di PT Abadi Jaya Manunggal Kendal. setelah didpskian kemudian
dikaitkan menurut pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 tegtdaminan

Sosial Tenaga Kerja.

F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka ipealkén

membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antsab satu dengan

24 Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini Penelitian TerapanCet. Ke-2, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1996, him. 73
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bab yang lain disusun secara sistematis dan IDgilem setiap bab terdiri
dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnyansidika penulisan
skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penulis menjelaskan tentang perencaaaal
pembuatan skripsi ini mulai dari pendahuluan, dalbab ini akan
dijelaskan mengenai latar belakang permasalahgmyaupembahasan
skripsi ini tidak meluas, penulis membuat ulasanngd® pokok
permasalahan agar menjadi jelas dan lebih teraratannya. Dengan
telaah pustaka, maka akan dapat diketahui posisalaia yang sedang
dibahas dengan hubungannya penelitian yang telakuétan oleh para
pendahulu. Kemudian pengunaan metode penulisansesgi dan dapat
dipertanggung jawabkan sebagai pendukungnya, yemaghir dalam bab
ini penulis menyusun terlebih dahulu sistematikaypsunannya, hal ini
diharapkan agar lebih mudah dalam mengejarkanngag&nh demikian
dalam bab pertama ini ada enam sub bab yang akahat yaitu antara
lain, latar belakang permasalahan, permasalahanudag lingkup tujuan
penulisan, telaah pustaka, metode penulisan deemgitika pembahasan.

Bab kedua, skripsi ini membahas mengenai Pandakganom
Jaminan Kecelakaan Kerja, meliputi Pengertian dassad Hukum
Jaminan Kecelakaan Kerja, Pembayaran Iuran Jankiraalakaan Kerja
menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan S@siaaga Kerja serta

Akad ljarah Dalam Hukum Islam meliputi, Pengertiddgsar Hukum,
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Syarat dan Rukun ljarah, Macam-macam ljarah, Magsoam buruh dan
Pembayaran Upah

Bab ketiga, dalam bab ini berisi Gambaran Umum $draan PT
Abadi Jaya Manunggal Kendal meliputi Latar belakgegusahaan PT
Abadi Jaya Manunggal, mengenai visi dan misi, kidasaha, struktur
organisasi perusahaan, serta Pelaksanaan Jaminatakaan Kerja di PT
Abadi Jaya Manunggal Kendal.

Bab keempat, dalam bab ini diadakan Analisis ksalaaan
Jaminan Kecelakaan Kerja di PT Abadi Jaya Manunggaldal menurut
pasal 9 UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosiahda Kerja serta
Analisis Hukum Islam terhadap Jaminan Kecelakaarakmenurut pasal
9 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TeRKaga di PT Abadi
Jaya Manunggal Kendal. Dimana pada bab ini merupaké dari
pembahasan skripsi ini.

Bab kelima, berisi penutup. Ini merupakan bab irakdalam

penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpul#an saran-saran.



